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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Agama Islam mengajarkan manusia untuk saling tolong menolong 

terhadap saudaranya yang kesulitan. Orang yang mampu dianjurkan untuk 

memberikan pinjaman kepada orang yang dalam kesulitan tanpa harus 

memberikan barang jaminan. Namun kepercayaan tidak memberikan rasa 

tenang bagi orang yang memberi pinjaman maka untuk meyakinkan 

sipeminjam tersebut boleh menggadaikan barang, seperti emas, perak, 

sawah, dan sebagainya demi mendapatkan pinjaman. Seperti firman Allah 

dalam Surah al-Baqarah ayat : 283 

                        

                       

                         
Artinya :  
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan 
persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka 
Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah: 283) 
 

Maksud ayat Surat al- Baqarah di atas adalah barang tanggungan itu 

tidak menjadi kewajiban atas dasar ijma’. Hanya saja menjadi alternatif saat 

tidak bisa dilakukan pencatatan. Jika saja pencatatan tersebut  wajib, maka 

yang menggantikannya harus wajib.  Kata faktubuh yang bermakna 

“hendaklah kamu menuliskannya” adalah sebagai anjuran dan saran, karena 

dalam ijma’ pemberi hutang berhak untuk menjadikannya sebagai hibah 
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(pemberian) atau melupakannya sama sekali. Maksud dari mencatat 

transaksi hutang piutang adalah demi menjaga dan melindungi kemaslahatan 

manusia. Demikian yang dikatakan al-Qurthubi. Pendapat lain mengatakan 

bahwa mencatat hutang piutang merupakan kewajiban yang diperintahkan 

oleh ayat al-Quran tujuannya agar tidak terjadi kelupaan serta untuk 

menghindari perselisihan atau sangkalan. (Abdullah,2004.515-516) 

Rasullah pernah memprakte kan gadai, sebagaimana yang tertuang 

dalam hadist yang berbunyi:  

راً لَاىْلِوِ )رؤاه أحمد عَنْ أنََ  سٍ قاَلَ رَسُوْلُ الِله دَرْعًا عِنْدَ يَ هُوْدِيٍّ بلِْمَدِيْ نَةِ وَأَخَذَ شَعِي ْ
 والبخارى(

Artinya:  
“Dari Anas, ia berkata: “Rasulullah pernah menggadaikan baju perangnya 
kepada seorang Yahudi di Madinah. Dari gadaiannya itu Rasulullah 
mengambil utang gandum kepada Yahudi itu untuk keluarganya.” (HR. 
Ahmad dan Bukhari) 

Secara etimologi ar-Rahn berarti الثبوت و الدوام artinya kekal, tetap atau 

اللزوم و الحبس  artinya keharusan dan   pengekangan juga bisa berarti jaminan. 

Gadai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pinjam meminjam uang 

di atas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan 

(jaminan) jika telah jatuh tempo tidak ditebus maka barang tersebut menjadi 

hak orang yang memberi pinjaman. (Shidiq, 2016: 259-260) 

Sayyid Sabiq mengemukakan gadai adalah menjadikan barang atau 

harta yang mempunyai nilai sebagai jaminan hutang. Apabila seseorang ingin 

berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang atau harta miliknya baik 

berupa barang bergerak atau tidak bergerak berada di bawah kekuasaan 

pemberi pinjaman. Pemilik barang gadai disebut (Rahin) sedangkan 

penerima gadai disebut (Murtahin).  (Sabiq, 2009:242) 

Muhammad Rawwas Qal’ahji penyusun buku ensiklopedi fiqh Umar bin 

Khattab r.a, berpendapat bahwa ar-rahn adalah menguatkan hutang dengan 
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jaminan hutang. Masfuq Zuhdi mendefinisikan ar-rahn sebagai perjanjian atau 

akad pinjam meminjam dengan menyerahan barang gadai sebagai tanggungan 

hutang. (Ghazali, 2010:265) 

Sedangkan secara istilah syara’ terdapat beberapa pendapat yang 

dikemukakan oleh para ulama diantaranya: 

1.1    Hanafiyah berpendapat gadai adalah 
 

 يمكن اخذ ذلك الدينيث بحقة بدين يالشرع و ث نظراليو في عجعل عين لها قيمة 
 تلك العين  من بعضو أخذين او  او اخذ ذ لك الذ

Artinya :  

“Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam 

pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, yang memungkinakan untuk 

mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut”. 

1.2 Malikiyah berpendapat gadai adalah 
 

 زملادين  توثقا بو في ؤخذ من مالكو متمول يسيئ 
Artinya :  

“sesuatu yang bernilai harta yang digadai pemiliknya sebagai jaminan 

hutang yang bersifat mengikat”. 

 

1.3 Syafi’iyah berpendapat gadai adalah 
 

 نوو فاز توفى منها عند تعذثن ييثيقة بديجوز بيعها و  جعل عين
 

Artinya :  

“Menjadikan suatu barang yang biasa di jual sebagai jaminan hutang 

dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar 

hutangnya.” 
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1.4 Hanabilah berpendapat gadai adalah 
 

 عليو ىو ممن إن تعذراستيفائو ستوفي من ثمنو ين ي المال الذي يجعل وثيقة بد

Artinya : 

“suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang, untuk dipenuhi 

dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar 

hutangnya”. (Syafei,2001: 159-160) 

Gadai (ar-rahn) sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau. Gadai 

yang dilakukan masyarakat Minangkabau disebut dengan pagang gadai. 

Pagang gadai adalah menyerahkan suatu barang  yang bernilai kepada orang 

lain dengan memberikan jaminan, kemudian barang tersebut menjadi milik 

yang memberi hutang sampai hutangnya terlunasi. Adapun objek pagang 

gadai yang menjadi kebiasaan masyarakat Minangkabau adalah seperti 

ladang, sawah, tanah, perkebunan dan lain-lain. Masyarakat Minangkabau 

selalu melakukan kebiasaan memanfaatkan barang gadai selama berjalannya 

proses pagang gadai, Praktik gadai dilakukan dengan pertimbangan agar 

harta jangan berpindah tangan kepada orang lain, dengan semboyan “bialah 

digadaikan kok indak tajapuik dek awak kini, anak cucu kok lai barasaki 

bisuak”. Pagang gadai selalu dinilai dengan setara emas atau padi, tidak 

pernah dengan nominal uang karena di Indonesia setiap tahun sekali selalu 

mengalami inflasi. Adapun pelaksaanaan pagang gadai terjadi setelah ada 

kesepakatan untuk menggadaikan harta seperti sebidang tanah atau 

setumpak sawah. Dicarilah seseorang yang sedapat mungkin untuk 

memagang tanah atau sawah tersebut. Hal ini dilakukan secara langsung 

maupun dengan perantara. Jika orang yang akan memagang harta sudah ada, 

diadakanlah pembicaraan antara keduanya, dan tercapailah kesepakatan 

bahwa pihak yang menggadai memerlukan lima buah emas dengan 

menggadaikan sawahnya satu tumpak dengan hasil kira-kira 500 gantang. 

Langkah selanjutnya dibuatlah Surat Pagang Gadai, yang isinya bahwa si A 

(pihak yang menggadai) mengaku telah menggadaikan setumpak sawahnya 
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kepada si B (pihak yang memagang) dengan gadaian sebanyak lima buah 

emas. Surat pagang gadai tersebut ditandatangani oleh pihak yang 

menggadaikan  Kemudian surat tersebut juga dinyatakan bahwa sawah 

tersebut boleh ditebus (dijemput) kembali atau ditambah gadaiannya setelah 

hutangnya terlunasi. Adapun konsekwensi pagang gadai adalah selama harta 

gadaian belum ditebus oleh pihak yang menggadai kepada pihak yang 

memagang, hasil dari harta gadaian itu tetap dinikmati oleh pihak yang 

memagang. Karena secara adat dikatakan: “adat gadai ditabusi, adat utang 

dibayia, adat piutang ditarimo”. (Arpinus, 2007:1-3) 

Praktek pagang gadai merupakan suatu hal yang praktis dan 

merupakan suatu solusi yang tepat oleh masyarakat Minangkabau sewaktu 

menghadapi kesulitan keuangan. Penulis telah meneliti praktek pagang gadai 

di Kota Padang khususnya di Bungus Teluk Kabung. Bapak Ali Mual selaku 

tokoh masyarakat yang pernah melakukan transaksi pagang gadai sawah 

mengatakan: 

 “Misalnya Bapak A punya sawah, Bapak B punya barang seperti emas, 
uang, ringgit. Bapak A berhutang kepada Bapak B sebanyak tiga emas, dan 
dalam waktu 3 tahun Bapak A harus melunasi hutangnya kepada Bapak B. 
Karena bapak A takut hutangnya tidak bisa dibayar maka Bapak A 
menggadaikan sawahnya untuk dipagang oleh Bapak B. Selama hutang Bapak 
A kepada Bapak B belum terlunasi maka sawah Bapak A masih tetap di 
pagang oleh Bapak B, atas janji akad selama 3 tahun, kalau sudah 
dikembalikan barang tersebut oleh Bapak A kepada Bapak B maka sawah 
tersebut boleh diberikan ke Bapak A. Tetapi hasil panen sawah tersebut 
belum dilunasi barang gadai tersebut boleh diambil oleh Bapak B. Akad 
perjanjian ini harus tertulis hitam di atas putih, dengan disaksikan oleh ketua 
RT atau RW, ninik mamak dan tokoh masyarakat. Kalau tidak ada ninik 
mamak atau yang lainnya dikhawatirkan terjadi perselisihan dan 
persengketaan di antara kedua belah pihak”. 

 
“Yang kedua bapak Darwis gelar Malin Sutan, umur 72 tahun sebagai 

pihak pertama atau disebut orang yang berhutang, melanjutkan gadaian 
almarhum dr. Zainal Rasyidin dt. Tan Marajo sebanyak dua rupiah emas, dan 
tambahan gadaian sebanyak delapan emas untuk penggarapan tanah bukit. 
Selanjutnya pihak pertama menambah gadaian lagi sebanyak satu ringgit 
emas, untuk keperluan biaya sekolah anak. Sebagai jaminan, di gadaikan 
sebanyak delapan piring sawah milik pihak pertama kepada pihak kedua 
sebagai pihak pemberi hutang, yaitu bapak Bustamir. Sawah yang delapan 
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piring yang di pagang oleh pihak kedua untuk menggarapnya. Setelah hutang 
yang disebut terlunasi maka sawah tersebut kembali lagi kepada pihak 
pertama, tetapi apabila pihak pertama belum melunasi hutangnya maka 
sawah akan di garap oleh pihak kedua yaitu si pemberi hutang.” (Bustamir, 
25 juli 2018) 

 
Pemanfaatan barang gadai oleh Murtahin ini, ulama berbeda pendapat 

mengenai kebolehan memanfaatkannya. Menurut Mazhab Hanafi apabila 

pemilik barang (Rahin) mengizinkan pemegang barang gadai (Murtahin) 

memanfaatkan barang itu berupa barang yang tidak bergerak seperti sawah, 

ladang, selama ditangannya maka boleh dimanfaatkan, karena dengan 

adanya izin maka tidak ada halangan bagi Murtahin untuk memanfaatkan 

barang gadaian tersebut. (Haroen,2000, 257) Yang  umum terjadi adalah 

penerima gadai boleh mengambil manfaat barang gadai bila penggadai 

mengizinkannya dengan syarat yang demikian tidak disyaratkan dalam akad, 

karena bila disyaratkan dalam akad, maka menjadi akad pinjam meminjam 

dengan mengambil manfaat tertentu, maka itu riba. (Abu Hurairah, 

2001,282)  

Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i yang berhak mengambil manfaat 

dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang 

tersebut bukan penerima gadai. Meskipun orang yang menggadaikan 

memberi izin untuk memanfaatkannya tetap saja hal tersebut tergolong 

kepada perbuatan riba, hal itu tidak diperbolehkan oleh agama.  

 

1.5 Imam Hanafi berpendapat di dalam Kitabnya al-Mabsuth sebagai 
berikut: 
 

 إجار  ولا إعار   سوا   نتقاع بو مطلقا لا با ستخدام ولا سكني ولا لبس ولا ا لا
 كان من مرتهن أو راىن إلا بإذ ن كل للا خر

Artinya: 

“Tidak ada kebolehan mengambil manfaat secara mutlak baik dalam 

bentuk memperbantukan, mendiami, memakai, mengupahkan, 
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peminjaman baik dari Murtahin maupun Rahin kecuali dengan izin 

masing-masing pihak terhadap yang lain”. (Abidin.Ibn, 305) 

1.6 Imam Syafi’i berpendapat dalam kitabnya al-Umm sekalipun pemilik 

barang itu mengizinkannya yaitu barang tidak bergerak seperti sawah, 

ladang, Murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut.  

 ئمنا فع الرىن للراىن ليس للمرتهن منها ش

Artinya: 

“Manfaat barang gadaian adalah bagi yang menggadaikan, tidak berhak 

sedikitpun bagi sipenerima gadai (Murtahin) untuk mengambil 

manfaatnya”. 

 

1.7 Pernyataan ini didukung oleh Hadis Nabi: 

)رواه  غُرْمُوُ نَمُوُ وَ عَلَيْوِ غحِبِوِ الَّذِى رَىَنَوُ لوَُ  قُ الرَّىْنُ مِنْ صَالُ يَ لاَ 

 الشافعي والدار قطني(

Artinya: 

“Gadaian tidak menghalangi pemilik barang gadaian (Rahin) untuk 
mengambil manfaat barang gadaiannya. Manfaat barang gadaian itu 
milik si pemiliknya dan iapun wajib bertanggung jawab terhadap biaya 
pemeliharaannya”. (HR. Syafi’i dan Dar al-Quthni). (Shidiq,2016: 261-
262) 

 
Berdasarkan pernyataan di atas penulis tertarik untuk meneliti 

pemanfaatan barang gadai oleh Murtahin menurut Mazhab Hanafi dan 

Mazhab Syafi’i serta relevansinya dengan pagang gadai di Bungus 

Kec.Teluk Kabung Kota Padang sebagai tugas akhir berbentuk skripsi.  

 

2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian yang penulis angkat mengenai 

Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin serta relevansinya terhadap 
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pagang gadai di Bungus kec.Teluk Kabung Kota Padang  ialah “Mengapa 

terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i 

mengenai pemanfaatan barang gadai oleh Murtahin?” 

 

3. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian mengenai rumusan masalah dapat dirincikan 

sebagai berikut: 

3.1  Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai 

pemanfaatan barang gadai oleh Murtahin menurut  Mazhab 

Hanafi dan Mazhab Syafi’i? 

3.2  Pendapat manakah yang sesuai dengan pelaksanaan pagang 

gadai di Kota Padang menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i 

mengenai pemanfaatan barang gadai oleh Murtahin? 

 

4. Tujuan Penelitian 

4.1 Untuk mengetahui analisis terhadap terjadinya perbedaan 

pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang 

pemanfaatan barang gadai oleh Murtahin 

4.2 Untuk mengetahui pendapat manakah yang lebih kuat antara 

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang pemanfaatan barang 

gadai oleh Murtahin 

 

 

 

5. Signifikansi Penelitian 

5.1 Pengembang Keilmuan 

 Penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan 

mengembangkan keilmuan, sehingga dapat dijadikan rujukan, 

sumbangan pemikiran, serta bahan bacaan mengenai 
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pemanfaatan barang gadai oleh orang yang menerima gadaian 

(Murtahin). 

5.2  Penyelesaian Masalah 

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk 

mengetahui hukum memanfaatkan barang gadai oleh si 

penerima gadai (Murtahin) agar tidak terjadi praktek riba di 

masyarakat.  

 

6. Studi Literatur 

Tema penelitian yang penulis teliti ini telah ada yang membahas 

diantaranya; Suci Rahmadani dalam studinya “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pagang Gadai Sawah di Jorong Lembang Kenagarian Singkarak 

Kecamatan X Koto Kabupaten Solok”. Permasalahannya adalah gadai yang 

dilakukan oleh masyarakat Jorong Lembang dengan sistem memanfaatkan 

barang gadaian yaitu dengan cara menggadaikan lagi barang jaminan kepada 

orang lain. Pihak Murtahin menggadaikan sawah tersebut pada pihak lain 

tanpa adanya izin dari pihak Rahin selaku pemilik sawah.  Salah satu syarat 

dari barang yang digadaikan adalah barang tersebut harus milik Rahin, 

sementara yang terjadi di Jorong Lembang pihak Murtahin menggadaikan 

barang gadaian pada pihak lain tanpa seizin dari pihak Rahin. Jadi rumusan 

masalah dalam pembahasan ini adalah apakah pemanfaatan barang gadaian 

dengan cara menggadaikan pada orang lain di Jorong Lembang tersebut 

sesuai dengan Hukum Islam atau tidak? 

Kemudian studi yang diteliti oleh Ria Analisa mengenai “Pemanfaatan 

Barang Gadai Oleh Orang yang Menggadaikan (Rahin) (Studi Komparatif 

antara Syafi’iyah dan Hanafiyah)” permasalahan ini muncul karena adanya 

perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafiiyah dan ulama Hanafiyah. 

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa Rahin boleh memanfaatkan barang 

gadai tanpa izin dari Murtahin asal tidak menyebabkan kerusakan atau 

kurangnya harga barang gadai dengan sebab pemanfaatan tersebut. 
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Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa Rahin tidak boleh 

memanfaatkan barang gadai tanpa izin dari Murtahin. Menurut Syafi’yah 

gadai itu adalah jaminan saja, tetapi tetap berada ditangan Rahin yang dapat 

diambil manfaat oleh Rahin. Sedangkan Hanafiyah mengartikan gadai itu 

adalah menahan, artinya barang gadai ditahan oleh si Murtahin sebagai 

jaminan. 

Setelah penulis telaah mengenai studi yang lebih dulu dibahas maka 

tema yang akan penulis teliti terdapat perbedaan, yaitu memfokuskan 

kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pagang Gadai Sawah di Jorong 

Lembang Kenagarian Singkarak Kecamatan X Koto Kabupaten Solok. Dengan 

demikian dari studi di atas terdapat celah bagi penulis untuk membahas lebih 

mendalam dan luas dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan 

judul Pemanfaatan Barang Gadai oleh Penerima Gadai (Murtahin) menurut 

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i serta Relevansinya dengan Pagang Gadai di 

Bungus Kecamatan Teluk Kabung Kota Padang. 

 

7. Landasan Teori 

Gadai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pinjam meminjam 

uang di atas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai 

tanggungan (jaminan) jika telah jatuh tempo tidak ditebus maka barang 

tersebut menjadi hak orang yang memberi pinjaman. 

Secara terminologi ar-Rahn adalah menyerahkan barang yang bernilai 

dalam pandangan syara’ sebagai jaminan agunan hutang dimana keseluruhan 

atau sebahagian hutang itu bisa diambil dari barang agunan. (al-Jaziri:256) 

Menurut hukum adat gadai adalah lembaga yang telah lama hidup 

dalam masyarakat Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar Bzn 

(Van Vollenhoven) mengatakan gadai tanah sawah adalah perjanjian yang 

menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima tunai sejumlah 

uang dengan permufakatan bahwa sipenyerah akan berhak mengembalikan 

tanah itu kedirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang 
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sama. (Ter Haar:93) maksudnya adalah seseorang menyerahkan hak 

tanahnya kepada orang lain dengan menerima sejumlah uang sehingga 

pemanfaatan tanah tersebut beralih kepada orang yang memberikan uang 

sampai ditebus oleh orang yang berhutang, sebanyak jumlah uang yang 

diterimanya.  Kemudian menurut Imam Sudiyat gadai adalah penyerahan 

tanah untuk menerimapembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan 

ketentuan: sipenjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan 

menebusnya kembali. 

Pagang gadai adalah menyerahkan suatu barang  yang bernilai kepada 

orang lain dengan diberikannya jaminan, kemudian barang tersebut menjadi 

milik yang memberi utang sampai utangnya terlunasi. Adapun objek pagang 

gadai yang menjadi kebiasaan masyarakat Minangkabau adalah seperti 

ladang, sawah, tanah, perkebunan dan lain-lain. 

 Selanjutnya teori yang kedua yaitu hadist yang diriwayatkan oleh 

Ahmad,Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a. ia berkata: 

 

ديّ يقا ل لو أبوا لشحم على  أَنَّ النَّبّي صلّ الله عليو و سلّم رىن د ر عو عند يهو
      ثلاثين صا عا من سعير لآىلو

Artinya:  

“Bahwa Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang 

Yahudi namanya Abu Syahm (sebagai jaminan) atas hutangnya berupa 30 

sha’ gandum  untuk keluarganya” (Bukhari-Muslim). 

 

Berdasarkan teori yang penulis paparkan maka teori yang pertama 

lebih signifikasi dengan tema yang penulis teliti, yaitu “Pemanfaatan Barang 

Gadai Oleh Murtahin”. Menurut teori yang pertama ini praktek gadai atau 

pelaksanaan akad gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan Q.S al-Baqarah: 

283 yang mana para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa gadai (ar-rahn) 
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boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal 

barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh 

pemberi utang. Maksudnya, tidak semua barang jaminan dapat 

dipegang/dikuasai oleh pemberi utang secara langsung, maka paling tidak 

ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-

marhun (menjadi barang jaminan utang). Misalnya, barang jaminan itu 

berbentuk sebidang tanah atau sawah, maka yang dikuasai adalah surat 

kepemilikan atau sertifikat tanah. (Haroen,2000: 253) 

 

8. Metode Penelitian 

8.1  Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (Library 

Research) dan metode lapangan (Field Research) yaitu 

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta 

mengolah bahan penelitian dengan cara wawancara dan 

observasi. 

8.2  Sumber Data 

 pengumpulan data, dikumpulkan selengkap mungkin, baik data 

primer maupun data sekunder. Data primer adalah Kitab Imam 

Hanafi al-Mabsuth dan Kitab Imam Syafi’i al-Umm serta hasil 

wawancara, sedangkan data sekundernya adalah Kitab-Kitab Fiqh 

serta buku-buku fiqh muamalah yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

8.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik ini merupakan pengumpulan data yang diperlukan untuk 

keperluan penelitian, serta untuk memperkuat penelitian. Dan ini 

merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian. Untuk penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan 

data dengan mengumpulkan sejumlah teks tertulis berupa buku 
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dan dokumen yang berisi tentang pemanfaatan barang gadai oleh 

Murtahin serta pagang gadai yang terjadi di Minangkabau 

khususnya di Bungus Kec.Teluk Kabung Kota Padang dengan cara 

wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data yang 

bersifat kemasyarakatan. 

8.4 Teknik Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam analisis data yang 

terkumpul menggunakan metode tarjih. Tarjih menurut bahasa 

adalah membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. 

Sedangkan menurut istilah adalah menguatkan salah satu dalil 

yang zhanni untuk dapat diamalkan. Apabila kedua dalil tidak 

dapat dikompromikan maka yang harus dilakukan adalah 

menguatkan salah satu diantara dua dalil tersebut yang 

bertentangan berdasarkan karenah yang mendukungnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


